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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara
dengan penduduk muslim terbesar di dunia,
dengan jumlah sekitar 209,1 juta jiwa menurut
Pew Research, sebuah lembaga riset global
(2016). Oleh karena itu, potensi pariwisata hal-
al menjadi suatu hal yang sangat potensial
mengingat pasar pariwisata halal juga telah
menjadi tren global. Menurut Timothy & Olsen
(2006) dengan adanya potensi pariwisata halal
yang besar, maka hal tersebut berimplikasi pa-
da peningkatan wisatawan dengan motivasi
agama. Kondisi tersebut telah menarik per-
hatian akademisi, pemerintah, dan lembaga pa-
riwisata untuk mengembangkan pariwisata.
Kota Bandung merupakan salah satu
destinasi wisata halal di Indonesia. Wisata hal-
al meliputi hotel halal, resort halal, restoran
halal dan perjalanan halal. Dengan semakin
maraknya pertumbuhan kuliner di kota Ban-
dung, maka mengenai kuliner yang disajikan
baik di café, restoran ataupun rumah makan
tentu saja merupakan kuliner yang seharusnya
terjamin kehalalannya. Akan tetapi kehalalan
tersebut bukan hanya pernyataan tetapi harus
dibuktikan secara nyata bahwa kuliner tersebut
halal.

mengenai halal ini masih kurang tersosialisasi

memang  bersertifikasi Pemahaman
dengan baik di masyarakat. banyak pengelola
café, restoran atau rumah makan belum menge-
tahui apa yang sebaiknya dilakukan untuk
dapat menjamin bahwa kuliner yang disajikan
memang benar-benar halal. Salah satu yang di-
persyaratkan dalam wisata halal bahwa caf¢,
restoran ataupun rumah makan harus mencan-
tumkan label halal. Farida Ningsih (2016)

menyatakan bahwa Masyarakat Indonesia
yang mayoritas muslim merasa tidak perlu
mencantumkan label halal di restoran, hal ini
berbeda dengan di luar negeri yang sudah
banyak restoran yang mencantumkan label
halal. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mensoasilisasikan mengenai wisata halal sa-
lah satunya melalui program pengabdian pa-
da masyarakat.. Program pengabdian pada
masyarakat ini dilaksanakan di Jatinangor
yang merupakan salah satu bagian dari kota
Bandung. Jatinangor merupakan daerah yang
mulai berkembang dengan pesat seiring tum-
buh dan berkembangnya perguruan tinggi di
sana. Banyaknya mahasiswa menyebabkan
semakin meningkatnya kebutuhan akan ma-
kanan, sehingga di jatinangor tersebut banyak
sekali UKM yang bergerak di bidang kuliner
seperti restoran, café dan rumah-rumah
makan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
program pengabdian pada masyarakat ini ada-
lah mensosialisasi mengenai wisata halal un-
tuk para UKM yang bergerak dibidang
kuliner, bekerjasama dengan kecamatan
Jatinangor, MUI dan juga Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Tujuan
dari program pengabdian kepada masayarakat
ini adalah para UKM yang bergerak dibidang
kuliner memahami mengenai wisata halal,
kemudian menyadari pentingnya memenuhi
halal yang

dihasilkannya. Manfaat yang yang akan di-

standarisasi dari  kuliner
peroleh dari kegiatan ini adalah semakin ban-

yaknya UKM yang memahami mengenai
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wisata halal dan mengetahui prosedur yang ha-
rus dilakukan agar kuliner yang dihasilkannya

dapat tersertifikasi halal.

KAJIAN TEORITIK

Pada saat ini konsep halal telah menjadi
gaya hidup masyarakat di dunia maupun
masayarakat Indonesia, karena konsep halal
dewasa ini tidak hanya di gunakan pada
makanan dan minuman namun juga telah
digunakan dalam aspek lain seperti fashion,
kosmetik, sistem keuangan serta pariwisata.
Menurut Zulkifli (dalam Akyol & Kiling 2014,
171-186), pasar halal diklasifikasikan kedalam
tiga kategori yaitu: makanan, gaya hidup
(kosmetik dan tekstil), dan pelayanan (paket
wisata, keuangan, transportasi).

Wisata halal adalah pariwisata yang me-
layani liburan, dengan menyesuaikan gaya li-
buran sesuai dengan kebutuhan dan permintaan
traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang
mengusung prinsip syariah tidak melayani mi-
numan beralkohol dan memiliki kolam renang
dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.
Dalam wisata halal, destinasi yang menjadi
tujuan harus meyediakan makanan yang halal,
mudah untuk akses ke tempat ibadah dan mem-
berikan pelayanan yang sesuai dengan standar
syari’ah (Jaelani, 2017). Tersedianya makanan
yang halal, produk yang tidak mengandung ba-
bi, minuman yang tidak memabukan, keterse-
diaannya fasilitas ruang ibadah termasuk te-
moad wudhu, tersedianya Al Quran dan tempat
ibadah di kamar, petunjuk kiblat dan pakaian
staf yang sopan merupakan syarat yang men-

ciptakan suasana yang ramah untuk muslim

(Satriana, Faridah, 2018).

Undang-undang jaminan produk halal
no 33 tahun 2014, Pasal 4 menyatakan bahwa
produk yang, beredar, dan diperdagangkan di
wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.
Ayat 67 menyatakan kewajiban bersertifikat
halal
diperdagangkan  di

bagi produk yang Dberedar dan

wilayah  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai
berlaku 5 tahun sejak UU ini diundang-
undangkan.

Untuk lebih memahami perbedaan
antara wisata konvensional, wisata religi dan
wisata syariah atau halal dapat dijelaskan
dalam Tabel 1.

MATERI DAN METODE

Dalam kegiatan ini metode pelaksanaan
yang dipergunakan adalah metode Deplat
Partisipatif yaitu melakukan kegiatan dalam
bentuk pemberian penyuluhan dan bimbingan
mengenai wisata halal dan standarisasi halal
pada UKM dalam sektor kuliner di kota Ban-
dung khususnya wilayah Jatinangor.
diberikan

tempat

Sosialisasi kepada cafg,

restoran  atau makan  disekitar
jatinangor yang berjumlah 30. Untuk pen-
dampingan dilakukan terhadap cefe, restoran
dan rumah makan yang belum memiliki ser-
tifikasi halal dan bersedia mengikuti prosedur
untuk memperoleh sertifikasi halal.

Kegiatan penyuluhan dan bimbingan
ini dilaksanakan dalam bentuk memberikan
informasi dan juga sosialisasi mengenai
wisata halal dan standar halal yang sebaiknya

dipenuhi oleh UKM kuliner tersebut. Tahapan
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Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
akan dilaksanakan terdapat pada tabel 2. Ber-
dasarkan 7 tahapan kegiatan yang akan dil-
akukan mulai dari mengidentifikasi UKM di
Jatinangor hingga melaksanakan FGD, maka
pengukuran keberhasilan dari sosialisasi wisata
halal yang berupa perbandingan sebelum dan
setelah dilaksanakannya kegiatan ini terdapat
pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan
bahwa hasil yang diinginkan adalah adanya
perubahan yang berarti sebelum dan setelah
dilakukannya sosialiasi mengenai wisata halal,
masyarakat diharapkan menjadi tahu, paham

dan dapat memenuhi standar halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman wisata halal dapat ditinjau
dari beberapa aspek seperti aspek sosial dan
politik, ekonomi dan mata pencarian, komu-
nikasi, dan budaya masyarakat. Adapun pem-
ahaman tersebut berdasarkan hasil wawancara
dan observasi di lapangan adalah sebagai
berikut:
Asfek Sosial dan Politik

Pariwisata bisa menjadi sebuah tujuan
dari pelaksanaan diplomasi publik dalam
rangka meningkatkan hubungan antar negara.
Pariwisata adalah industri besar dan ber-

pengaruh terhadap publik. Pariwisata merupa-

alam,

budaya,

Tempst lbadsh, semuanyz

Heritage, Kuliner Peninzzalan
ssjarsh
2z Tujuan heningkatkan heningkatkan spritualitas
Epritualitas dengan cara men ghibur
3 Target Menyentuh Azpek spiriteal  Memenuhi keinginan dan
kepuzzan dan yang biza kesenangan zerta
k=zenangan  yanz menenangkan menumbehkan kesadaran
berdimensi  nafsu, jiwa. Gunz  beragama
zematz-mata hanys mencan
untuk hiburan ketenangan
batin
a Guide Memahami dan  Menguasal Membuat turis  tertarik
Menguasai zejarzh pada
informasi =zehingga tokoh dan  obyeksekalgus
biza menank lokasi mem bangkitkan spirit
wizatawanterhadap vyang menjadi  religi
obyek wisata obyek wisata wisatawan.
nMampu men jelaszkan
fungsi dan
peran  syansh  dalam
bentuk
kebahaziaan dan
kepuzzan batin
dalam kehidupan manusia
5 Faszilitas Sekedar pelengkap Menjadi bagian Menjadi  bagian  yang
Ibadzh yang menyatu menyatu
dengan obyek dengan obyek pariwisata,
pariwizats, nitual
ritual ibadah menjadi bagian
ibadah menjadi paket
bagian paket hibura
hibura
& Kuliner W Ty 7T Zpesifik yang hala
Sumber: MUI (2018)
Tabel 1
Perbedaaan antara Wisata Konvensional, Wisata Religi dan
Wisata Syariah
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kan insudtri besar karena industri pariwisata
bukan industri yang dapat berdiri sendiri, tetapi
suatu industri yang terdiri dari beberapa perus-
ahaan yang menghasilkan produk atau jasa un-
tuk para wisatawan. Fakta bahwa pariwisata
berpengaruh terhadap publik adalah industri
besar yang melibatkan pergerakan milyaran
manusia ke seluruh dunia, maka dikatakan bah-
wa pergerakan tersebut adalah pengaruh lang-
sung dan tidak langsung dari aktivitas diplo-
masi. Pada akhirnya, dampak yang diinginkan
dari aktivitas diplomasi publik adalah pemben-
tukkan gambaran positif mengenai suatu nega-
ra. Pariwisata Halal juga menjadi sarana untuk
membangun citra Indonesia melalui Nation
Branding. Nation Branding menjadi suatu hal
yang penting di era globalisasi ini dikarenakan

masing-masing negara ingin memperlihatkan

citranya agar bisa bersaing secara kompetitif

dalam menarik investasi, wisatawan, dan juga

bantuan luar negeri.

Aspek Ekonomi Dan Mata Pencarian
Dalam perspektif ekonomi, keberadaan

standar wisata halal dapat memberikan ban-

yak benefit bagi kegiatan bisnis. Menurut

Komunitas UMKM  (20018) beberapa
manfaat yang dapat diperoleh:
a. Peluang Produk Bisnis Memiliki

Unique Selling Point (USP)

Dalam persaingan bisnis, competitive
advantage merupakan hal utama yang harus
dimiliki suatu produk. Dengan mengikuti ser-
tifikasi wisata halal, produk akan memiliki
nilai USP yang tinggi karena produk dinilai
baik dimata masyarakat. Sehingga menarik

trust masyarakat, dan menciptakan loyalitas

=]

Tahapan Kegiatan

Mengidentifileasi UKM dilinokungan Jatimangor

MElakmlcan observasi dan jura wawancara kepada para pelalo brsms (UKM) knliner

Menentlan bentuk sosialisasi vang paling tapat mengenal wisata halal

Melakukan kerjasama dengan MUI dan Dinas Pariwisata

NEnemiuian jadwal peryulutan

Melaksanakan penveluhan mengena wisata halal dan standar halal

B | = BN I Lmll'_.ll—l'_,-‘:

Melaksanakan FGD dengan para UKM

Tabel 2

Tahapan Kegiatan
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kuat dibenak konsumen produk.
b.  Mengembangkan Pangsa Pasar Melalui
Sertifikat Wisata Halal

Kekuatan frust masyarakat terhadap
produk/makanan halal sangat tinggi, karena In-
donesia merupakan negara yang penduduknya
Ke-halalan  produk/

makanan sangat dijunjung tinggi oleh Islam,

mayoritas  muslim.
sehingga produk yang memiliki sertifikat halal
akan mudah berkembang di Indonesia khu-
susnya di Jatinangor. Bahkan, pengembangan
pasar bisa dilakukan ke seluruh penjuru kota di
Indonesia, hingga ke negara yang memiliki
penduduk mayoritas muslim.
c.  Memberikan Kepercayaan Tinggi bagi
Konsumen.
Produk bersertifikat halal sudah pasti

aman dikonsumsi, karena standar halal yang

tinggi dan menjunjung tinggi kehigienisan
baik secara proses maupun dalam makanan
yang akan dihidangkan. Maka, dengan mudah
produk bersertifikat Halal dapat dikonsumsi
oleh konsumen. Hal tersebut akan meningkat-
kan permintaan produk, yang akhirnya
meningkatkan profit usaha.
Aspek Komunikasi

Dalam suatu industri, pelaku industri
perlu memberikan informasi mengenai indus-
trinya. Misalkan, industri kuliner. Pelaku in-
dustri kuliner perlu menginformasikan dari
menu makanannya, bahan-bahannya, serta
halal atau tidaknya. Apalagi di Indonesia yang
mayoritas masyarakatnya merupakan umat Is-
lam. Meskipun tidak secara spesifik membuka

usaha untuk umat muslim, tapi karena umat

- Base Line Pencapaian

Neo Indik:ator {vebelum kegiatan) Setelah K egintan

1 Menumbuhizan kzzadzran Mlengetshui definizi halsl | Memshami dan lsbih
skan stand arizzsi halsl SR A3 TNHN menvadari  pentingnys

zertifilasi halal

2 Memzhami mengsnsi wizata Tidak terzosializasikan | Jelas dan tersosizlizaikan
hzlal vang sshamuenya denzan baik dengan baik

3 hMemzhami prosadur wvang Tidak mangztshul | Mengetzhui dan
harus dipenvhi unfuk prosedur vang ssharpanys | mamahami  bagaimans
memenuhi standsr halal vntek memenvhi stendar | zchamenya smndarissi

halal halal
Tabel 3

Indikator Keberhasilan Kegiatan
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muslim menjadi mayoritas maka mempertim-
bangkan ke-halal-an usaha yang dimiliki ada-
lah hal yang penting.
Selain dari industri makanan, industri yang
berbasis jasa juga perlu mengkomunikasikan
bahwa usahanya telah tersertifikasi halal agar
konsumen tahu bahwa perusahaan tersebut
memperhatikan aspek-aspek yang menjadi in-
dikator wisata halal. Contohnya hotel yang
menjamin kebersihan setiap kamar dan fasilitas
lainnya, penyediaan sarung dan mukena, dan
informasi arah kiblat. Selain itu menumbuhkan
kesadaran dan pemahaman akan wisata halal
tersebut kepada para pemangku pekentingan
dan juga masyarakat (Pratiwi, Dida, Sjafirah,
2018).
Aspek Budaya Masyarakat

Jika sebuah restoran atau rumah makan
mempunyai sertifikasi halal akan memberikan
dampak baik pada usahanya. Dalam aspek bu-
daya masyarakat jika sebuah rumah makan
mempunyai sertifikasi halal maka pemilik
usaha akan memahami apa saja yang boleh dil-
akukan dan tidak boleh dilakukan. Seperti con-
toh jika rumah makan menyediakan makanan
berbahan dasar daging sapi, maka pemilik ru-
mah makan akan mencari rumah potong hewan
yang mempunyai sertifikasi halal juga, karena
seperti yang diketahui budaya rumah potong
hewan yang memotong sapi dilakukan dengan
berbagai cara. Cara memotong sapi yang tidak
sesuai dengan syariat Islam adalah menarik
ekor sapi agar sapi dapat dijatuhkan dan
dipotong, padahal dengan cara seperti itu akan
membuat sapi stress dan mempengaruhi kuali-

tas daging sapi. Selain itu dengan menebas ka-

ki sapi, hingga sapi jatuh dan kesakitan
kemudian baru dipotong. Budaya/kebiasaan
seperti itu yang harus dihentikan, selain tidak
sesuai dengan aqidah agama juga dapat
mempengaruhi kualitas daging sapi. Jika bu-
daya memotong hewan dalam masyarakat
dapat diubah dengan cara sebelum memotong,
rumah potong hewan menenangkan hewan
tersebut dan tidak menununjukan pisau di de-
pan hewan agar hewan tidak stress. Selain itu
budaya juga merupakan faktor yang seha-
rusnya mendukung wisata halal di Indonesia,
karena mayoritas masyarakatnya beragama is-
lam yang sudah seharuanya dalam segala
kegiatan berdasarkan kapada nilai-nilai islam
(Hamzana,2017).

Sertifikasi Halal

Berdasarkan pelaksanaan penyuluhan kepada
para pelaku bisnis cefe, lestoran dan rumah
makan di Jatinangor Bandung, maka terdapat
beberapa informasi mengenai pentingnya ser-
tifikasi halal di Indonesia yang disosialisasi-
kan oleh MUI yaitu:

1. Indonesia memiliki populasi Muslim
terbesar di dunia, sehingga terjaminnya ke-
halalan dari suatu produk yang dihasilkan
menjadi syarat yang utama.

2. Indonesia menjadi salah satu destinasi
perdagangan halal dan investasi bisnis halal
tertinggi.

3. Pertumbuhan industri halal dunia sangat
pesat. Jumlah dari produk halal yang ekspor
di berbagai negara menjadi bukti bahwa halal
merupakan isu global.

4. Memilki Produk Domestik Bruto (PDB)
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tertinggi sebagai anggota OKI
5. Indonesia memiliki budaya yang religius.
6. Halal merupakan isu yang sensitif, Bebera-
pa contoh tentang isu halal :
o Kasus lemak babi (1988)
o Kasus MSG (media mengandung kompo-
nen dari babi) (2000)
7. Muslim Indonesia terdiri dari berbagai
Mazhab
8. Fatwa merupakan produk kolektif (ijma
Jama'i) yang dikeluarkan melalui Komisi Fat-
wa, bukan oleh Mutfti (individual).

pun pengecekan dilab tertentu sesuai dengan
bisnis yang dijalankan, setelah itu maka akan
dilakukan pengolahan hasil audit oleh MUI
hingga pada akhirnya akan dikeluarkannya
sertifikasi halal. Langkah-langkah yang harus
dilakukan untuk memperoleh sertifikasi halal
seperti gambar 1.

Prinsip Dasar Sertifikasi Halal

Terdapat prinsip dasar untuk dapat ter-
penuhinya sertifikasi halal yang harus di-
penuhi oleh semua perusahaan termasuk pe-

rusahaan yang bergerak dibidang kuliner yai-

Prosedur Sertifikasi Halal

Prosedur Sertifikasi Halal tu:
Prosedur untuk mengajukan sertifikasi halal . Kemampuan telusur mengetahui
melalui beberapa proses dimulai dari proses dengan pasti dimana produk diproduksi,
pemenuhan persyaratan administrasi, kemudi- bagaimana proses produksinya, apa ba-
an apabila sudah terpenuhi akan dilaksanakan han yang digunakan, bagaimana
audit atau pengecekan dilapangan, atau prosedur produksinya dan bagaimana
— }
- (e e
I };&:ﬁn /’A‘}> »
(_{’;\ No \\\v//)":;
- o]
[emntunyenss)
/\ Ye
o
e (Audt Memonndun) /-:;a_—-\é-\ A
<\(N-Mu_l<")/’ o2 (&-;”\
b 4 ’_!‘1\
e G
o Bt/ [ ek Corvmeate | e
Sumber : MUI (2018)
Gambar 1
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status kehalalannya. Pengecekan dil-
akukan dengan cara audit untuk me-
meriksa bahan, formula, fasilitas, doku-
men pendukung, dan sistem manajemen.
Autentifikasi: memastikan tidak terjadi
pemalsuan produk halal dengan produk
haram, tidak terjadi percampuran bahan
haram dalam produk halal dan tidak ter-
jadi kontaminasi bahan haram ke dalam
produk halal. Cara yang dapat dilakukan
adalah dengan analisis laboratorium.
Sistem jaminan halal: mendapatkan ja-
minan bahwa selama masa berlakunya
sertifikat halal proses produksi halal akan
dijaga kesinambungannya. Untuk menja-
min hal tersebut maka dapat dilakukan
dengan mempersyaratkan perusahaan

untuk mengembangkan dan menerapkan

Mener 2 Laen .\_ 1T
setfhaiitclal »
/

Sumber: MUI (2018)

Nenalidm \
N

et watuk
frencar turrden
loga Haldl MUI o

y

Sistem Jaminan Halal, kemudian

penerapannya dinilai.

Berdasarkan gambar proses label halal
pada gambar 2, dapat terlihat bahwa langkah
pertama yang herus dimiliki oleh pelaku
bisnis tersebut adalah memperoleh sertifikasi
halal dari MUI dan selanjutnya memperoleh
izin untuk mencantumkan logo halal dari
BPOM RI

Dengan dilaksanakan penyuluhan terse-
but kepada para pelaku bisnis restoran, café
dan rumah makan di Jatinangor bandung,
maka informasi dan soasialisasi yang selama
ini terhambat dan belum adanya media yang
menjembatani antara MUI dan juga masya-
rarakat, memberikan hasil dan informasi yang
selama ini dibutuhkan oleh para pelaku bisnis

kuliner tersebut.

Diprstuded b N
gLy Shae
g Haid W U1

Gambar 2
Proses Pelabelan Halal

ISSN
2580-4332 (online)
DOI:doi.org/10.21009/JPMM.003.1.6


http://doi.org/10.21009/JPEB

Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani Volume 3 No 1 Juli 2019

Bagian ini memuat hasil apa saja yang
telah diperolah dalam pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat dan kemudian dibahas

dengan berbagai acuan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
. Komunikasi,sosialisasi dan informasi

mengenai wisata halal dan pentingnya
standarisasi halal dalam sektor kuliner
masih diperlukan dan harus ditingkatkan.
Adanya wadah yang dapat menjembatani
antara MUI, dinas pariwisata, pemuda
dan olah raga dengan para pelaku bisnis
kuliner menjadi point yang sangat pent-
ing.

. Memperoleh sertifikasi halal memang
bukan hal yang mudah akan tetapi bukan
sesuatu yang tidak mungkin untuk di-
peroleh. Diperlukannya kesadaran akan
pentingnya halal dalam menjalankan sua-
tu bisnis mulai dari input, proses hingga
outpt yang dihasilkan.

Saran
Perlu adanya pendampingan terhadap im-

plementasi pariwisata halal khususnya terkait

dengan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku
industri kuliner di Jatinangor. Minimnya so-
sialisasi dan informasi bagi masyarakat harus
segera diatasi agar masyarakat dapat me-
maksimalkan potensi pariwisata halal. Be-
ragam stakeholder baik pemerintah, MUI, dan
pelaku industri kuliner atau asosiasinya harus
bersinergis agar pariwisata halal ini dapat
diimplementasikan dengan baik, karena teruta-

ma permasalahan regulasi atau payung hukum

khususnya di daerah Kabupaten Sumedang
yang belum terlembagakan. Diharapkan ke
depan ada payung hukum daerah atau pera-
turan daerah yang dapat menjadi landasan im-
plementasi Pariwisata Halal selain Undang-
Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal.
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